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PENGANTAR PENYUNTING 
 

Banyak orang memahami bahkan hingga saat ini menilai, 
bahwa film hanya sebuah tayangan untuk disaksikan lewat bioskop 
atau lewat inovasi penerimaan materi film secara digital. Di sisi yang 
lain, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU 
Perfilman) yang hingga saat ini masih ada, mengartikan film sebagai 
karya seni budaya yang memiliki peran strategis dalam peningkatan 
ketahanan budaya bangsa untuk memperkuat ketahanan nasional. 

Berat sekali beban definisi film yang perlu disinkronkan 
dengan implementasi kegiatan perfilman di Indonesia. Padahal 
berbagai kendala peningkatan kualitas perfilman di Indoensia 
semakin kompleks. Masih rendahnya kualitas film lokal secara rata-
rata dan kurangnya pekerja film yang berkualitas yang disebabkan 
terbatasnya sekolah film. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang 
tinggi akan kehadiran film-film impor. 

Kendala lainnya seperti kurangnya layar dan akses ke bioskop. 
Juga masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai 
kekayaan intelektual sehingga pembajakan film secara fisik maupun 
digital masih merajalela. Walaupun pada tataran kompetensi pelaku 
film, juga perlu perhatian yang serius. Problem film Indonesia bukan 
cuma regenerasi penulis skenario yang mumpuni, mengingat 
penulisan naskah juga jadi problem di Hollywood. Walaupun harus 
diakui bukan hanya ini saja masalah kompetensi yang dihadapi 
pelaku film di tanah air, termasuk produser, sutradara, hingga 
manajer lokasi syuting. Tumpukan masalah ini sebenarnya bisa 
diatasi jika Indonesia memiliki lembaga pendidikan film yang 
kompeten. Sayang, jumlah lembaga pendidikan ini jika dibandingkan 
dengan populasi penduduk Indonesia sangat timpang. 

Badan Perfilman Indonesia pada Hari Perfilman Nasional yang 
jatuh pada tanggal 30 Maret menyampaikan banyak permasalahan 
yang memerlukan dialog bersama sejumlah kementerian terkait 
industri perfilman, seperti kementerian pariwisata, kementerian 
kebudayaan, kementerian komunikasi informatika dan kementerian 
dalam negeri. Hal ini mendorong untuk melakukan penggantian atas 
UU Perfilman. 
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Beragamnya fungsi film membawa implikasi bahwa film tidak 
bisa dilihat dari sisi budaya saja, melainkan juga harus dilihat dari sisi 
historis, sosial, politik, maupun ekonomi. Film adalah sebuah media 
komunikasi yang membawa pesan dan gambar yang berisi gagasan 
vital kepada publik dengan daya pengaruh yang besar. Buku yang 
mengupas beberapa masalah perfilman menjadi bagian menarik 
untuk disimak, meski tidak sepenuh sempurna menjawab tantangan 
pengembangan perfilman di Indonesia. Menariknya karena kita bisa 
melihat bagaimana sebetulnya keberpihakan negara dalam perfilman 
nasional, bentuk kolaborasi yang efektif dilakukan oleh pemerintah 
terhadap pelaku perfilman di Indonesia, peningkatan kualitas film di 
Indonesia, perlindungan hak cipta dalam meningkatkan perfilman di 
Indonesia,  peningkatan birokrasi regulator perfilman di Indonesia, 
dan upaya pengaturan perfilman yang efektif di Indonesia. Sisi lain 
dari berbagai isu dan kajian yang mengupas permasalahan dan solusi 
peningkatan kualitas perfilman di Indonesia. Silahkan dibaca dan 
dikritisi sebagai bentuk kecintaan kita terhadap perfilman di tanah air.  
 
Jakarta 7 Agustus 2023.  
Penyunting 
 
Ahmad Budiman 
Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Polhukam  
Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 
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PROLOG 
“ARAH PENGATURAN RUU PERFILMAN” 

 
Oleh: Ahmad Budiman1 

 
 
A. Regulasi Perfilman Saat Ini.  

Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), memberikan dasar 
pertimbangan filosofis, bahwa film sebagai karya seni budaya 
memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya 
bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk 
memperkuat ketahanan nasional. Selain itu film sebagai media 
komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan 
bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, 
pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi 
Indonesia di dunia internasional. Sedangkan pertimbangan 
sosiologisnya mengaitkan film dalam era globalisasi dapat menjadi 
alat penetrasi kebudayaan serta upaya memajukan perfilman 
Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

UU Perfilman. Pasal 1 angka 1 mengatur film sebagai karya 
seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media 
komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi 
dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sedangkan 
angka 2, perfilman diartikan sebagai berbagai hal yang 
berhubungan dengan film. 

UU Perfilman memberikan tujuan atas perfilman yaitu 
terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan 
bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, 
meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan 
lestarinya nilai budaya bangsa, dikenalnya budaya bangsa oleh 
dunia internasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan 
berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan 

 
1  Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Polhukam Pusat Analisis 

Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 
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berkelanjutan (Pasal 3 UU Perfilman). Selanjutnya Perfilman 
mempunyai fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, 
pendorong karya kreatif, dan ekonomi (Pasal 4 UU Perfilman).  

Merujuk pada ketentuan mendasar dari UU Perfilman, maka 
keseluruhan kegiatan perfilman di Indonesia dirinci atas 
pengaturan mengenai beberapa permasalahan (Pasal 5 - Pasal 90 
UU Perfilman), yaitu: pertama, kegiatan perfilman dan usaha 
perfilman yang meliputi landasan pengaturan, larangan, batasan 
usia penonton, jenis kegiatan dan usaha perfilman,  pelaku 
kegiatan dan usaha perfilman, izin usaha, pembuatan film, jasa 
teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, penjualan dan 
penyewaan film, apresiasi film, pengarsipan film, ekspor dan 
impor film.  

Permasalahan kedua, hak dan kewajiban yang meliputi hak 
dan kewajiban masyarakat, hak dan kewajiban insan perfilman, 
hak dan kewajiban pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman. 
Permasalahan ketiga, kewajiban, tugas, dan wewenang 
pemerintah dan pemerintah daerah. Permasalahan keempat 
terkait dengan sensor film, sedangkan permasalahan kelima 
terkait peran serta masyarakat. Permasalahan keenam yaitu 
penghargaan dan permasalahan ketujuh terkait dengan 
pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi. Permasalahan kedelapan 
yaitu pendanaan, permasalahan kesembilan yaitu sanksi 
administratif. Permasalahan kesembilan yaitu ketentuan pidana, 
permalasahan kesepuluh yaitu ketentuan peralihan dan 
permasalahan kesebelas yaitu ketentuan pidana.  

 
B. Implementasi Kebijakan Perfilman 

Film merupakan salah satu sarana penghubung komunikasi 
antarmasyarakat yang bersifat kompleks dan alat informasi yang 
dapat menjadi sarana penghibur, alat propaganda, bahkan sebagai 
alat politik atau dengan kata lain film sebagai karya seni budaya 
yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara, bermakna 
bahwa film sebagai media komunikasi massa yang membawa 
pesan dan gambar yang berisi gagasan vital kepada publik dengan 
daya pengaruh yang besar. Beragamnya fungsi film membawa 
implikasi bahwa film tidak bisa dilihat dari sisi budaya saja, 
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melainkan juga harus dilihat dari sisi historis, sosial, politik, 
maupun ekonomi (kurnia: 2006, 1-3). 

 Pada dasarnya UU Perfilman telah mengakomodasi salah 
satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998 yaitu reformasi 
dalam bidang politik dan kebudayaan. Adapun reformasi dalam 
bidang politik dan kebudayaan yaitu dengan bergesernya posisi 
film dari bidang politik ke bidang kebudayaan dan telah 
dilakukannya penyesuaian pembentukan film dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi 
dalam perkembangannya, perfilman masih mengalami berbagai 
permasalahan.  

Keberpihakan negara pada perfilman di Indonesia tidak bisa 
terlepas dari kondisi politik yang melingkupinya. Pada era Orde 
Lama, pada 1964 muncul Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 
1964 tentang Pembinaan Perfilman. Dasar pertimbangan 
penerbitan Penetapan Presiden tersebut dikatakan bahwa 
perfilman  merupakan alat publikasi massa yang sangat penting 
untuk "Nation Building" dan "Character Building" dalam rangka 
mencapai tujuan Revolusi (atmojo: bpi.or.id, 2 Juni 2022).  

Pada masa orde baru, diantaranya muncul SK Menpen 
Nomor 31/LEP/MENPEN.1977 yang membentuk Badan 
Pelaksana Perfilman Daerah (Bafida), kemudian Inpres Nomor 6 
Tahun 1971 yang melahirkan Badan Koordinasi Pelaksana 
(Bakorlak) untuk mendiskusikan masalah pengaruh buruk film 
dan sensor. Hingga akhirnya pada 1992 lahir Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, dan melalui PP Nomor 8 
Tahun 1994 resmi berdiri Badan Pertimbangan Perfilman 
Nasional (BP2N).   Di awal Era Reformasi UU No. 33/2009 tentang 
Perfilman dihasilkan, intinya menggeser film yang sebelumnya 
kental dengan unsur politik, ke arah rumpun kebudayaan. Namun, 
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 yang 
ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo, masalah pembatasan 
investasi di bidang perfilman sebagian besar “hilang” dari daftar. 
Artinya, sebagian besar bidang usaha dan jenis usaha perfilman itu 
kini terbuka seratus persen bagi modal asing. Jadi, apakah masih 
relevan perfilman dijadikan sebagai media peningkatan ketahanan 
budaya bangsa? (atmojo, ibid).   
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Pengembangan perfilman nasional pastinya membutuhkan 
keikutsertaan dari semua pemangku kepentingan, termasuk juga 
kolaborasi dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Untuk 
membuat kawasan industri film yang sangat dibutuhkan adalah 
peran serta pemerintah daerah. Karena apabila hanya 
mengandalkan pemerintah pusat, akan mengalami banyak 
kendala. Dibutuhkan inisiasi dan kesiapan dari pemerintah daerah 
untuk memberikan dukungan kuat pada kawasan industri 
perfilman (Tribun-bali.com, 23 Oktober 2017).  

Pertama, masih rendahnya kualitas film lokal secara rata-
rata dan kurangnya pekerja film yang berkualitas yang disebabkan 
terbatasnya sekolah film. Hal ini menyebabkan ketergantungan 
yang tinggi akan kehadiran film-film impor. Jika filmnya tidak laku, 
pihak bioskop tentu tidak bisa mempertahankannya terus 
menerus. Kalau penontonnya sedikit sekali, berarti filmnya 
memang harus turun (kumparan.com, 30 Maret 2017). Memang 
wajar film luar negeri diapresiasi sebab kualitas yang tersaji sudah 
tak diragukan lagi. Namun, film produksi anak negeri juga tak 
kalah dengan prestasi. Hanya saja beberapa stigma negatif masih 
saja menghantui. Faktanya banyak film Indonesia menembus 
industri film luar negeri, bahkan mendapatkan penghargaan serta 
apresiasi. Pada dasarnya kualitas film di Indonesia harus dilihat 
dari berbagai sudut pandang yang ada. Kualitas ini sebenarnya 
tergantung pada pelaku sineas yang secara langsung terjun dalam 
setiap garapan film. Sehingga kualitas film di Indonesia ditentukan 
oleh sumber daya manusianya (its.ac.id, 29 Maret 2020).  

Permasalahan hak cipta juga perlu mendapatkan perhatian 
serius dalam pengaturan perfilman di Indonesia. Salah satu 
ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah karya 
sinematografi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m 
UU Hak Cipta.  "Karya sinematografi" adalah ciptaan yang berupa 
gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, 
film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, 
dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita 
seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media 
lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar 
lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah 

https://bali.tribunnews.com/tag/film
https://bali.tribunnews.com/tag/film
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satu contoh bentuk audiovisual. dalam hal produksi film, yang 
menjadi pemegang hak cipta adalah pihak yang membuat ciptaan 
(film). Tetapi jika diperjanjikan, maka dimungkinkan bagi pihak 
pemberi kerja/yang memberikan pesanan untuk menjadi 
pemegang hak cipta (dalam hal ini rumah produksi) 
(hukumonline.com, 6 Maret 2019). Rendahnya kesadaran 
masyarakat dalam menghargai kekayaan intelektual sehingga 
pembajakan film secara fisik maupun digital masih merajalela. 
Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap DVD 
bajakan membuat secondary market film mati, sehingga produser 
tidak mendapatkan pendapatan tambahan di luar bioskop dan 
televisi. Tapi sekarang, munculnya penyedia jasa nonton online 
berbayar juga mampu mendongkrak pertumbuhan bisnis film. 

Birokrasi regulator perfilman juga memerlukan pengaturan 
secara komprehensif terutama terkait dengan perdebatan 
mengenai sensor film. Saat ini, sensor pada film yang dilakukan 
oleh Lembaga Sensor Film (LSF) selaku regulator menjadi 
diragukan karena sensor dirasa hanya membatasi ide para sineas 
dan mengurangi esensi pada film. Selain itu, kebijakan yang 
mengatur mengenai perfilman di Indonesia juga perlu ditinjau. 
Perfilman Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan lembaga 
sensor, akan tetapi yang dibutuhkan adalah lembaga klasifikasi 
film (Rosary, 2020). 

Harus diakui UU Perfilman memiliki beberapa kelemahan 
dalam pengaturan pelindungan dan penghormatan hak cipta film, 
pendidikan film, dan perlunya penguatan kelembagaan Badan 
Perfilman Indonesia (BPI). Dalam mengupayakan agar film 
Indonesia terus mendapatkan dukungan, dan agar masyarakat 
melihat bahwa makin banyak film Indonesia dibuat dengan 
standar produksi yang mumpuni, diperlukan literasi media. Film 
bagus tidak dengan sendirinya laku. Hal ini kemungkinan 
disebabkan oleh minimnya literasi media dan dukungan 
pemerintah yang juga minim terhadap dunia perfilman. 
Pemerintah perlu lebih memperhatikan peran penting film bagi 
kehidupan berbangsa. Persoalan tata edar film juga perlu diatur 
dengan mekanisme yang baik agar ada kepastian sebuah film 
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mendapatkan layar dan diperlakukan secara adil oleh pasar 
(detik.com, 11 September 2017). 

Deskripsi dalam implementasi kebijakan perfilman tersebut, 
menjadi dasar dalam penyusunan materi tulisan dalam buku 
bunga rampai ini. Pada bagian pertama, buku ini akan fokus untuk 
mengupas keberpihakan politik negara dalam pengembangan 
perfilman di Indonesia. Bagian kedua, menganalisis bentuk 
kolaborasi yang efektif dilakukan oleh pemerintah terhadap 
pelaku perfilman di Indonesia. Bagian ketiga, mengupas 
bagaimana upaya peningkatan kualitas film di Indonesia. Bagian 
keempat mengaitkan upaya perlindungan hak cipta dalam 
meningkatkan perfilman di Indonesia. Bagian kelima, melihat 
upaya peningkatan birokrasi regulator perfilman di Indonesia. 
Pamungkas dalam tulisan buku ini, melihat bagaimana upaya 
pengaturan perfilman yang efektif di Indonesia. 

Buku bunga rampai ini menjadi menarik untuk kita baca, 
karena analisis yang diajukan atas semua permasalahan perfilman 
dilakukan dengan menggunakan pisau analisis dari teori yang 
relevan. Teori kekuasaan negara untuk melihat keberpihakan 
negara dalam perfilman di Indonesia, selanjutnya konsep hak cipta 
dan teori perlindungannya menjadi pisau analisis untuk melihat 
permasalahan perlindungan hak cipta film di Indonesia. Teori 
birokrasi untuk menganalisis regulator perfilman di Indonesia, 
sedangkan konsep komunikasi publik digunakan untuk menelaah 
film sebagai bagian dari media komunikasi. Teori pemerintahan 
kolaboratif untuk menganalisis bentuk kolaborasi pemerintah 
terhadap kegiatan perfilman di Indonesia. Dan terakhir, teori 
hukum responsif untuk menganalisis arah pengaturan perfilman 
di Indonesia. Buku ini selain menarik untuk dibaca, juga menarik 
untuk didiskusikan bersama.  

 
Jakarta, 10 Juli 2023 
Penyunting 
 
 
Ahmad Budiman 
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EPILOG 
 

Pengaturan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas 
perfilman di Indonesia, memang memerlukan jalan panjang yang 
harus mengikutsertakan banyak pihak. Negara, pelaku film, pelaku 
industri film, regulator pengawas, juga terkait dengan perlindungan 
hak cipta dan inovasi tayangan film, yang semuanya perlu termuat 
dalam materi pengaturan RUU Perfilman.  

Keberpihakan Negara terhadap perfilman di Indonesia secara 
umum belum sesuai harapan. Hal tersebut antara lain tercermin dari 
belum adanya aturan yang dalam batas-batas tertentu mengikat 
daerah untuk memajukan perfilman. Pemerintah Pusat dapat 
membuat regulasi dalam UU Perfilman yang bersifat terobosan untuk 
memajukan perfilman. Pemerintah ke depan perlu membuat regulasi 
yang berpondasikan keseimbangan antara memberikan upaya 
penguatan unsur kebudayaan pada konten-konten film (dalam 
konteks tujuan memperkuat ketahanan budaya nasional) dengan 
menjamin keleluasaan yang bertanggungjawab. 

Kolaborasi Efektif diperlukan dalam rangka meningkatkan 
pelaksanaan kegiatan perfilman yang melibatkan semua pemangku 
kepentingan terkait. Kondisi ini belum sepenuhnya terwujud, karena 
masih terjadi berbagai perbedaan kepentingan dalam 
menyelenggarakan kegiatan perfilman di tanah air. Perlu upaya yang 
sistematis dalam rangka membangun kolaborasi yang efektif yaitu 
dengan memberikan mandat koordinasi yang termuat dalam UU 
Perfilman. 

Peningkatan kualitas perfilman dalam kerangka 
penyempurnaan regulasi, memang harus mendudukan perfilman 
berada pada bagian dari aktivitas komunikasi publik. Arah 
pengaturan peningkatan kualitas perfilman di Indonesia, memang 
harus dilakukan secara komprehensif pada semua tahapan kegiatan 
perfilman. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka 
meningkatkan kualitas perfilman yaitu credibility insan perfilman 
menyusun dan memproduksi film; context terkait kedekatan materi 
film dengan kebutuhan pemirsanya; komunikasi efektif yang 
berorientasi dengan kebutuhan masyarakat pemirsanya; content 
materi film yang dapat diterima masyarakat sebagai suatu yang 
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bermanfaat; clarity pesan film yang dapat dipahami oleh masyarakat; 
continuity and consistency dalam produksi filmnya; channels dengan 
saluran media yang efektif;  capability of audience memperhatikan 
kemampuan publik dalam menerima pesan film. Film yang 
berkualitas memiliki makna yang bisa dipahami targetnya. Arah 
pengaturan peningkatan kualitas perfilman di Indonesia, memang 
harus dilakukan secara komprehensif pada semua tahapan kegiatan 
perfilman.  

Perlindungan Hak Cipta Perfilman di Indonesia dilakukan 
secara Perdata maupun pidana. Secara Perdata perlindungan Hak 
cipta perfilman dilakukan dengan melindungi hak moral (moral rights) 
dan hak ekonomi (economic rights) untuk menjamin kepastian hukum 
dari pencipta maupun pemegang hak cipta dari suatu film. Sedangkan 
secara pidana dilakukan dengan pemberian hukuman baik pidana 
penjara maupun sanksi terhadap orang yang melakukan pembajakan 
film.  

Penguatan kewenangan, tugas, dan fungsi BPI kedepan 
diharapkan seluruh ekosistem perfilman dapat berjalan secara 
terarah, teratur dan berkesinambungan. Seiring dengan perbaikan 
ekosistem perfilman kedepan, kualitas film yang tetap berbudaya 
dapat terus ditingkatkan sehingga dapat terwujud kompetisi yang 
adil serta memiliki daya saing di kancah internasional. 

Perubahan atas UU Perfilman menjadi penting dilakukan. 
Adapun perubahan tersebut perlu mengatur beberapa hal yang 
menjadi penting dilakukan, yaitu kewajiban untuk membentuk dan 
melaksanakan RIPN, pengaturan digitalisasi film, khususnya terkait 
dengan definisi bioskop online sebagai tempat usaha yang 
menyediakan film melalui teknologi informasi. Setelah itu, 
pengaturan mengenai perizinan, cara menayangkan film, dan 
pengawasan diatur dalam RUU Perfilman tersebut. Perlu mengatur 
mengenai kewajiban dan hal teknis lain terkait dengan hak cipta atas 
sebuah film. BPI perlu mendapatkan kesempatan lebih sebagai 
lembaga atau institusi dengan mendapatkan fungsi, tugas, dan 
kewenangan lebih yang diatur dalam UU Perfilman.  

Meski banyak langkah yang perlu dilalui dalam meningkatkan 
kualitas perfilman di Indonesia, namun kita memang harus memilih 
tahap yang paling penting untuk dilakukan. Tulisan dalam buku ini 
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dapat menyadarkan kita bersama, bahwa arah pengaturan RUU 
Perfilman harus lebih dahulu kita tetapkan sambil terus 
dimutakhirkan dengan berbagai kondisi dan tantangan ke depan dari 
upaya meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia.  
 
Penyunting  
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